NOTA KESEPAHAMAN_______________________
________________________________
ANTARA

PT HK REALTINDO
DAN
PT _________________________
NOMOR PIHAK PERTAMA
: (No)/(DIC ttd)/(drafter)/MOU.(no)/(bulan)/(th)
NOMOR PIHAK KEDUA
: ______________________________
Pada hari __________, tanggal ____________ bulan ________ tahun ___________ [____/___/20___], dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________ (“Nota Kesepahaman”), oleh dan antara :
1. PT. HK REALTINDO, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pendiria Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Aliya S.Azhar, SH..MH.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31281.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 beserta perubahannya, dalam hal ini diwakili oleh __________________ selaku ____________________ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor ______ tanggal _________________, yang dibuat di hadapan Aliya S.Azhar, SH.,MH.,MKn., di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam data base Republik Indonesia dengan suratnya Nomor ________________ tanggal________________, yang dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT HK Realtindo, (selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”).
2. PT_____________________________ (selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan properti, yang merupakan Anak Perusahaan (subsidiary) dari PT HUTAMA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S.195/MBU/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Perserujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT. Hutama Karya (Persero).
b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki otoritas untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, yang menjadi pemilik sah atas satu hamparan tanah milik yang telah dibebaskan, dikuasai dan dimiliki, dengan luas lahan perencanaan______________ yang terletak di: 

Kota Administrasi 
:________________________ 
Kecamatan 


:________________________ 

Kelurahan 


:________________________
Jalan 


:________________________
Nomor Sertipikat

:________________________
(selanjutnya disebut “OBJEK TANAH”).
c. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tanah yang sebagaimana dimaksud pada point b  adalah sah milik PIHAK KEDUA, tidak memiliki permasalahan hukum ataupun  dikuasai secara fisik oleh pihak ketiga.
d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan kajian atas OBJEK TANAH sesuai dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap OBJEK TANAH.
e. PARA PIHAK menjamin dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk tidak saling melakukan/mengajukan tuntutan dan/atau gugatan kepada PIHAK lainya dalam bentuk apapun secara perdata maupun pidana, baik didalam maupun diluar pengadilan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.
f. PARA PIHAK memiliki kesepahaman bahwa sebelum terlaksananya rencana pengembangan atas OBJEK TANAH, maka terlebih dahulu PARA PIHAK melakukan kajian-kajian yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Nota Kesepahaman ini. 

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK memiliki kesepahaman untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan hal-hal yang disepahami sebagai berikut :
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mewujudkan rencana kerja sama yang memungkinkan untuk pemanfaatan OBJEK TANAH, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan kajian-kajian yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan selanjutnya apabila dinyatakan layak maka akan ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah persiapan untuk melakukan kajian-kajian atas OBJEK TANAH, yang termasuk namun tidak terbatas pada komunikasi, diskusi, dan melakukan kajian-kajian serta saling memberikan informasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 2

RUANG LINGKUP 

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

a. PIHAK PERTAMA melakukan studi/kajian/evaluasi legalitas atas OBJEK TANAH  dan studi/kajian/evaluasi feasibility study (aspek finansial, teknis, komersial, hukum, dan aspek terkait lainnya) pada rencana pengembangan OBJEK TANAH.
b. PIHAK PERTAMA akan melakukan inventarisasi/identifikasi dan studi potensi lini bisnis lainnya di atas OBJEK TANAH (jika ada);
c. PIHAK PERTAMA melakukan review perizinan dan kajian bisnis yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA;
d. PIHAK PERTAMA melakukan review terhadap hutang/ kewajiban lainnya namun tidak terbatas pada hutang bank dengan jaminan OBJEK TANAH yang akan dikerjasamakan (jika ada);
e. PIHAK PERTAMA melakukan test market pasar atas produk atau unit yang akan dikembangkan.
f. PIHAK KEDUA memastikan bahwa OBJEK TANAH dalam keadaan clean and clear sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
g. Selama proses pelaksanaan kajian atas OBJEK TANAH, PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan hambatan, gangguan, tuntutan ataupun gugatan dari pihak-pihak lain.
(2) PARA PIHAK memiliki kesepahaman bahwa dalam rangka mengatur lebih rinci ketentuan kerjasama OBJEK TANAH yang lebih spesifik, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Masing – masing PIHAK akan bertanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup  dalam hal ada permasalahan yang mungkin timbul dalam proses. 
PASAL 3

PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT
(1) Dalam rangka pelaksanaan Analisa dan Kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatas, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak independen, konsultan, dan melibatkan pihak lain selaku mitra strategis yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK akan membentuk Tim Kerja yang tugasnya mengkaji aspek legal, ekonomis, operasional dan teknis terkait dengan rencana kerjasama OBJEK TANAH.
(3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dan mulai bekerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

(4) Apabila kajian legalitas dan feasibility study menunjukan hasil tidak layak dilaksanakan, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis berakhir.
(5) Dalam hal kajian legalitas dan feasibility study dinyatakan layak untuk dilaksanakan, namun PARA PIHAK sepakat untuk tidak melanjutkan Nota Kesepahaman ini, maka hasil kajian legalitas dan feasibility study menjadi milik PIHAK PERTAMA.
PASAL 4

TIDAK MENGIKAT

(1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK memiliki kesepahaman bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK LAINNYA, kecuali mengenai kerahasiaan dan biaya yang sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
PASAL 5

BIAYA

PARA PIHAK memiliki kesepahaman bahwa seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang terkait dengan kepentingan masing-masing PIHAK akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK dan kepentingan bersama seperti jasa konsultasi (jika dibutuhkan) akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara sama rata/ PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA (PILIH SALAH SATU), kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.
PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.
(3) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK belum menandatangani Perjanjian Kerja sama yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
(5) Nota Kesepahaman akan berakhir dengan sendirinya apabila telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) Pasal ini.
(6) Nota Kesepahaman ini berakhir ketika PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL 7

KERAHASIAAN

(1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, ditukarkan atau didapatkan oleh salah satu PIHAK (untuk selanjutnya disebut “PIHAK PENERIMA”) dari PIHAK lainnya (untuk selanjutnya disebut “PIHAK PEMBERI”) secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini (termasuk kebenaran data dan informasi yang diberikan baik tertulis maupun lisan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hasil pelaksanaan kerjasama) dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”). Oleh karenanya, masing-masing PIHAK, baik wakil maupun afiliasinya, wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini.
(2) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum (public domain) tanpa tindakan dari atau keterlibatan PIHAK PENERIMA dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
(3) PIHAK PENERIMA dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan PIHAK PEMBERI, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PEMBERI, dalam hal sebagai berikut:
a. Apabila Informasi Rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan dan perintah pengadilan, lembaga pasar modal, lembaga arbitrase, institusi Pemerintah lainnya, atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

b. Apabila Informasi Rahasia diungkapkan kepada Anak Perusahaan (subsidiary) dan/atau afiliasi dan/atau konsultan PIHAK PENERIMA berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama, dengan ketentuan PIHAK PENERIMA harus memastikan bahwa anak perusahaan (subsidiary), afiliasi dan konsultan PIHAK PENERIMA tersebut tunduk atau terikat pada ketentuan atau suatu perjanjian kerahasiaan dengan PIHAK PENERIMA yang mengandung ketentuan minimal sama atau lebih ketat dari ketentuan Nota Kesepahaman ini;
c. Apabila Informasi Rahasia diungkapkan kepada calon penerima pengalihan atas seluruh atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
(4) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan diakhirinya Nota Kesepahaman ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud.
(5) Apabila PIHAK PENERIMA, baik dengan kelalaian maupun kesengajaannya, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Pasal ini, maka segala resiko atau kerugian yang dialami oleh PIHAK PEMBERI, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada PIHAK PEMBERI merupakan tanggung jawab PIHAK PENERIMA sepenuhnya, dan PIHAK PENERIMA wajib untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK PEMBERI.
PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang akan berlangsung di Indonesia diatur oleh dan sesuai dengan hukum Indonesia.
(2) PARA PIHAK memiliki kesepahaman untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik, dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK memiliki kesepahaman untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
PASAL 9
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman dapat berakhir selain dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini. Adapun berakhirnya Nota Kesepahaman yang dimaksud yaitu dapat dibatalkan/diakhiri apabila terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya peraturan perundang-undangan, instruksi, dekrit, ketentuan/ Peraturan Pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;

b. Terjadinya suatu keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapat diatasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(2) Pengakhiran Nota Kesepahaman yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam berita acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.
PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan–pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/ kurir intern dari masing-masing PIHAK ke alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

PT HK REALTINDO

Alamat
: HK Tower Lantai 17, Jl. MT. Haryono Kav. 8 



  Cawang, Jakarta Timur 13340

U.p

: Direksi

Telepon
: (021) 8563570

Email
: legal.hkr@gmail.com 

b. PIHAK KEDUA


PT ____________________________

Alamat
: ____________________________

U.p

: ____________________________

Telepon
: ____________________________

Email
: ____________________________
(2) Segala pemberitahuan kepada PIHAK yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
a. Dalam hal dikirimkan secara langsung, pada saat telah dikirimkan;

b. Dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

(3) Masing-masing PIHAK dapat mengubah alamat, nomor telepon atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.
PASAL 11
LAIN-LAIN
(1) Nota Kesepahaman ini memuat semua ketentuan dan syarat yang disetujui oleh PARA PIHAK dan menggantikan semua pengaturan, perundingan, dan pengertian sebelumnya antara PARA PIHAK, baik tertulis maupun lisan.

(2) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka bagian yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut masih berlaku, dan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik dalam mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sepanjang dimungkinkan untuk kepentingan Nota Kesepahaman dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku.

(3) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang dituangkan ke dalam Addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(5) Segala bentuk lampiran dalam Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi materai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
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PT HK REALTINDO
	PIHAK KEDUA
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	(NAMA)
(JABATAN)

	(NAMA)
(JABATAN)
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